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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman kewajiban perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya 

tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM, yang diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan 

mekanisme perpajakan. Pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban pajak seringkali menghambat pelaku UMKM dalam 

melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan instrumen kuesioner berskala Likert, yang disebarkan kepada 40 responden UMKM yang telah memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan serangkaian uji statistik, meliputi 

uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi, serta regresi linier sederhana untuk mengukur hubungan antara variabel 

pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan 

valid dan reliabel, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,465 dan tingkat signifikansi 0,002, yang berarti terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi yang 

diperoleh yaitu Y = 33,820 + 0,326X, mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pajak akan berbanding lurus 

dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi dan 

edukasi perpajakan yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan pajak secara mandiri di 

kalangan pelaku UMKM. 

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Regresi Linier, Edukasi Pajak 

1. Latar Belakang 

Sebagian besar penerimaan negara di Indonesia bersumber dari pajak, yang menjadi tulang punggung utama 

dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai 

instrumen fiskal untuk menghimpun dana, tetapi juga sebagai alat pengatur (regulator) untuk menjaga stabilitas 

ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan 

pajak, pemerintah mampu membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan 

layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta subsidi bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (Faruq et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan suatu negara sangat bergantung 

pada tingkat kepatuhan para wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam sistem 

perpajakan karena secara langsung memengaruhi efektivitas penerimaan negara. Ketika wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan tepat waktu, maka stabilitas fiskal negara dapat 

terjaga. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang kompleks. Salah satu 

kelompok yang berperan besar dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi kendala dalam hal 

kepatuhan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 

60% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan sekitar 97% dari total angkatan kerja (Khotimah & Surhatono, 

2023). Dengan potensi sebesar itu, sektor UMKM seharusnya juga menjadi salah satu penyumbang terbesar 

dalam penerimaan pajak negara. Namun, kenyataannya kontribusi pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. 

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak pada pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman 

terhadap peraturan, sistem, dan mekanisme perpajakan (Palupi & Arifin, 2023). Banyak pelaku usaha kecil yang 

belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, mulai dari cara menghitung pajak, menyetor, 
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hingga melaporkannya melalui sistem administrasi yang berlaku. Bahkan, sebagian pelaku UMKM belum 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat 

mengurangi pendapatan mereka. Kondisi ini diperparah dengan minimnya edukasi dan pendampingan dari 

instansi pajak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat 

dan fungsi pajak bagi keberlangsungan usaha maupun pembangunan negara. 

Menurut Sumardi Adiman (2023), pengetahuan dan literasi pajak merupakan faktor penting yang 

memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap aturan dan sistem perpajakan, 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Pengetahuan yang memadai akan membantu pelaku UMKM 

dalam melaksanakan proses perpajakan dengan benar, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan 

pajak melalui sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat 

menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga potensi pelanggaran yang berdampak 

pada sanksi administratif. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM dalam kepatuhan pajak adalah terbatasnya 

kemampuan manajerial dan pencatatan keuangan. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan keuangan 

pribadi dengan keuangan usaha, sehingga sulit menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu, 

sebagian besar UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang rapi dan masih menggunakan metode manual. 

Hal ini menyebabkan pelaporan pajak menjadi tidak akurat dan menimbulkan kebingungan ketika harus 

menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. 

Dalam konteks tersebut, edukasi perpajakan dan pendampingan langsung dari otoritas pajak menjadi hal 

yang sangat diperlukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pajak di kalangan UMKM, antara lain melalui penyuluhan, 

sosialisasi, serta pelatihan pajak berbasis digital. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih perlu 

ditingkatkan, terutama dalam hal jangkauan dan metode penyampaian yang relevan dengan karakteristik pelaku 

UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi 

perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Edukasi yang 

tepat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi 

pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan pemahaman juga akan membantu pelaku UMKM dalam 

memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan pemerintah, seperti PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 

Tahun 2022, yang ditujukan untuk meringankan beban pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per 

tahun. 

Dalam jangka panjang, kepatuhan pajak yang baik dari sektor UMKM akan memberikan dampak positif bagi 

perekonomian nasional. Peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program 

pengembangan UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan digitalisasi usaha. Dengan 

demikian, tercipta siklus ekonomi yang berkelanjutan, di mana pajak yang dibayarkan oleh UMKM akan 

kembali memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas usaha mereka. Yolanda (2024) menekankan bahwa 

upaya peningkatan kepatuhan pajak harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif, dengan 

melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, asosiasi usaha, akademisi, dan lembaga keuangan. Hanya 

dengan kolaborasi lintas sektor, kesadaran pajak dapat tumbuh menjadi budaya yang melekat di kalangan pelaku 

UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hubungan antara pemahaman perpajakan dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan instrumen kuesioner yang dirancang menggunakan 

skala Likert. Kuesioner ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi terkait tingkat kesadaran dan kepatuhan 

pajak yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui 

perangkat lunak SPSS. Tujuan dari keseluruhan proses analisis ini adalah untuk mengidentifikasi adanya 

hubungan serta mengukur pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. 

Adapun tabel skoring yang digunakan untuk skala Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Skoring Skala Likert 

 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Sampel: diambil dengan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti: 

a. Pelaku UMKM yang memiliki NPWP 

b. Telah menjalankan kewajiban pajak minimal satu tahun terakhir 

c. Bersedia mengisi kuesioner penelitian 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 pelaku UMKM, jumlah ini dipilih karena dianggap 

cukup mewakili populasi serta memadai untuk analisis deskriptif dan penyajian data dalam bentuk 

tabel. 

2. Variabel Penelitian 

X: Pemahaman Perpajakan (12 butir pernyataan) 

Y: Kepatuhan Wajib UMKM (12 butir pernyataan) 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Perason Product Moment melalui bantuan 

program SPSS untuk memeriksa sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebuah pertanyaan dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari 0,312 atau nilai 

Sig. kurang dari 0,05, sedangkan pertanyaan dianggap tidak valid jika nilai r hitung lebih kecil dari 

0,312 atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi antarbutir pernyataan dalam 

kuesioner. Analisi ini dilaksanakan menggunakan metode Cronbach’s Alpha yang diperoleh lebih 

besar dari 0,60. 

c. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban para responden terhadap setiap 

indikator dengan menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, dan penjelasan tentang skor yang 

diperoleh. Jika nilai rata-ratanya lebih dari 3,40, maka berarti para responden menyetujui atau 

sangat menyetujui pernyataan yang diberikan. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah distribusi data bersifat normal. Metode 

Shapiro-Wilk dipilih untuk pengujian ini mengingat jumlah responden kurang dari 50 orang. 

Kriteria Pengujian: 

1) Jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi normal 

2) Jika nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi tidak normal 

e. Uji Korelasi 

Analisis korelasi pearson product moment diaplikasikan untuk mengukur kekuatan dan arah 

hubungan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). 

f. Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pemahaman 

Perpajakan (X) berkorelasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Rumus model regresi yang 

diimplementasikan adalah: 

Y = a + bx 
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3.  Hasil dan Diskusi 

1. Uji Validitas 

a. Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X) 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X) 

 

Berdasarkan tabel 4.1, evaluasi validitas yang dilaksanakan pada 12 item pernyataan untuk variabel 

Pemahaman Perpajakan (X) menghasilkan nilai r hitung dalam rentang 0,639 hingga 0,823. Angka ini 

melampaui nilai r tabel (0,312) dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, seluruh item 

dinyatakan valid, yang mengindikasikan bahwa setiap pernyataan mampu secara tepat mengukur aspek 

pemahaman perpajakan. 

b. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2, uji validitas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

secara keseluruhan tergolong valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,312) 

dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa setiap item dalam kuesioner efektif dalam 

mengukur variabel kepatuhan wajib pajak secara akurat dan konsisten. 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3, reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X) 

meraih skor Alpha Cronbach’s sebesar 0,928, sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meraih 

skor Alpha Cronbach’s sebesar 0,822. Kedua instrumen ini dinilai reliabel karena skornya melebihi batas 

minimum 0,60. Hal ini mengindikasikan konsistensi internal kuesioner yang tinggi, sehingga layak digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian. 

3. Analisis Deskriptif  

a. Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan 

 

Tabel 4.4 Deskriptif Data Variabel Pemahaman Perpajakan (X) 

 

 
           Pada tabel 4.4 menampilkan analisis data dari 40 responden terkait pemahaman perpajakan melalui 12 

pernyataan. Skor total jawaban responden tertinggi adalah 60, terendah 12, dengan skor rata-rata (mean) 43,55 dan 

standar deviasi 10,130. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

cenderung memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. 

b. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 

Tabel 4.5 Deskriptif Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

 
       Tabel 4.5 menampilkan data dari 40 responden yang menjawab pertanyaan tentang ketaatan wajib pajak 

UMKM. Nilai terendah adalah 36, tertinggi 60, rata-rata 48,00, dan standar deviasi 7,086. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden merasa setuju hingga sangat setuju. Hal ini berarti tingkat ketaatan pelaku UMKM 

terhadap kewajiban perpajakan cukup tinggi, menunjukkan bahwa mereka cukup sadar dalam melakukan 

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku. 
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4. Uji Normalitas 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada tabel 4.6, nilai signifikansi untuk variabel 

Pemahaman Perpajakan adalah 0,114 dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 0,068. Kedua nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan memenuhi 

asumsi normalitas. 

5. Uji Korelasi 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi 

 

Hasil Analisis koefisien korelasi Pearson menunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 

0,05 dan koefisien korelasi (r) sebesar 0,465. Hasil ini mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan 

dengan kekuatan sedang antara pemahaman perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM. 

6. Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji ANOVA Regresi Linier Sederhana 

 

 

Analisis varians (ANOVA) untuk regresi linier sederhana menunjukkan bahwa statistik F adalah 

10,511 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan secara statistik signifikan. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Coefficients) 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa konstanta yang diperoleh adalah 33,820. Koefisien regresi untuk 

variabel Pemahaman Perpajakan adalah 0,326, dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan kata lain, peningkatan 

pemahaman mengenai perpajakan berkorelasi langsung dengan peningkatan kepatuhan. 

Pembahasan  

         Sebuah penelitian yang melibatkan 40 pelaku UMKM mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman 

mengenai peraturan perpajakan berkorelasi positif dan signifikan dengan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban 

fiskal. Validitas dan konsistensi seluruh instrumen penelitian, yang diukur melalui koefisien Cronbach’s Alpha di 

atas 0,8 dan korelasi antar item melebihi 0,312, memastikan akurasi dan kestabilan data yang dikumpulkan. 

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan nilai rata-rata pemahaman perpajakan sebesar 43,55 dan rata-rata 

kepatuhan pajak sebesar 48,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas partisipan studi menunjukkan 

tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang memadai. Pengujian normalitas menggunakan metode Shapiro-

Wilk mengonfirmasi bahwa distribusi data bersifat normal, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 

0,114 untuk variabel X dan 0,068 untuk variabel Y. 

        Analisis korelasi Pearson mengindikasikan adanya korelasi positif yang signifikan, meskipun tidak terlalu 

tinggi, antara tingkat pemahaman mengenai perpajakan dan kepatuhan dalam membayar pajak (koefisien 

korelasi r = 0,465 dengan nilai Sig. = 0,002). Melalui analisis regresi linier sederhana, dihasilkan model prediktif 

dengan persamaan Y = 33,820 + 0,326X, yang menunjukkan nilai signifikansi Sig. = 0,002 dan statistik uji F 

sebesar 10,511. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemahaman tentang sistem perpajakan akan 

berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan hasil studi sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Gunarso et al., 2024) dan (Purba et al., 2023) yang menekankan peran krusial pengetahuan 

perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan di sektor UMKM. Secara garis besar, studi ini memperkuat 

argumen bahwa semakin mendalam pemahaman para pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, semakin baik 

pula tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) untuk terus mengimplementasikan dan mengembangkan program-program edukasi serta pendampingan di 

bidang perpajakan guna meningkatkan literasi dan kesadaran pajak dalam pelaku UMKM 

4.  Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pajak sangat memengaruhi positif dan berdampak 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Instrumen pada penelitian yang digunakan dalam penelitian 

terbukti memadai dan konsisten, menunjukkan bahwa pengusaha UMKM memiliki pemahaman yang cukup baik 

tentang hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 

tergolong tinggi, terlihat dari kebiasaan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat 

waktu. Hasil analisis korelasi dan regresi menegaskan bahwa meningkatnya pemahaman tentang perpajakan 

berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan. Penelitian ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak 

hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. 
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